BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang telah diuraikan oleh
Penulis pada bab-bab yang telah diuraikan sebelumnya dan berdasarkan (Studi
Kasus putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.
1247/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.) maka dengan ini penulis akan coba mengambil
kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diajukan sebagai

berikut:

1. Keputusan yang diberikan oleh hakim Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap
individu memiliki hak -asasi manusia (HAM), yang diamanatkan oleh
pemerintah federal untuk dilindungi. Seorang penduduk atau warga
negara memiliki “hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan
keturunan melalui  perkawinan Yyang sah, memperoleh status
kewarganegaraan, menjamin kebebasan beragama, memilih tempat
tinggal di wilayah negara Republik Indonesia, berangkat, dan berhak
kembali ke tempat asal. Hal ini merupakan hak yang dimiliki oleh
penduduk atau warga negara. Dalam hal ini, negara pada dasarnya

berkomitmen untuk memberikan rasa aman dan pengakuan atas tata
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kelola penduduk oleh individu-individu yang terdampak. Komitmen ini
termasuk memastikan status pribadi dan hukum semua orang dan

peristiwa-peristiwa penting.

2. Seorang Hakim juga harus melihat permasalahan dalam
memutuskan perkara dapat mengakibatkan kerugian yang cukup
besar bagi keamanan dan ketertiban masyarakat, karena dapat
meresahkan masyarakat. Dan maksud dari permasalahan tersebut
bukanlah dimaksudkan untuk balas dendam dari negara melainkan
bertujuan preventif, represif, dan edukatif, dimana pada akhirnya
diharapkan 'setelah terdakwa selesai menjalani pidananya dapat
memperbaiki dirinya sehingga dapat diterima dan menyesuaikan
diri kembali dalam pergaulan di masyarakat sehari-hari.

3. Adanya pengawasan dari pemerintah dalam hal ini yang berwenang
agar lebih giat lagi dalam melakukan pengawasan terhadap
pembuatan Identitas ataupun tanda pengenal bagi setiap masyarakat.
Hal ini dimaksudkan agar meminimalisir kejahatan pemalsuan
khususnya ldentitas. Dalam hal ini difokuskan pada perangkat
birokrasi agar lebih teliti lagi dalam memeriksa data- data atau

dokumen terhadap masyarakat
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B. Saran
Adapun saran yang akan diberikan penulis berkaitan dengan dasar
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap TINJAUAN
YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN
TINDAK PIDANA PEMALSUAN KARTU TANDA PENDUDUK (Studi

Kasus Putusan Nomor : 1247/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.) sebagai berikut :

1. Kehendaknya seorang Hakim harus secara konsisten mempertimbangkan
beberapa faktor hukum ketika menentukan apakah akan menjatuhkan
hukuman kepada pelaku kejahatan. Peran hakim dalam menjatuhkan
hukuman tidak mengabaikan hukum, konvensi, dan aturan-aturan yang
mengatur kehidupan bermasyarakat. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman mengamanatkan bahwa hakim sebagai penegak hukum dan
keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang

hidup dalam masyarakat.
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